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Abstrak  

Artikel ini mengeksplorasi hubungan dinamis antara transformasi digital dan partisipasi 

masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Dengan semakin terintegrasinya teknologi 

digital di berbagai sektor, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk memahami 

bagaimana kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inisiatif transformasi digital 

dapat menghasilkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan praktik partisipatif di Indonesia. 

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus dari berbagai 

organisasi publik dan survei yang mengukur pemanfaatan alat digital dan tingkat keterlibatan 

masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting platform digital, seperti media 

sosial, forum online, dan aplikasi seluler, dalam mendorong interaksi langsung antara badan 

pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi 

digital yang efektif tidak hanya memperluas jangkauan inisiatif publik namun juga 

memberdayakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, menyumbangkan ide, dan 

berkolaborasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini 

berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi transformasi digital 

untuk membentuk kembali lanskap keterlibatan publik, yang pada akhirnya mendorong 

masyarakat demokratis yang lebih partisipatif dan inklusif. 

Kata Kunci: Digital; Organisasi Publik; Partisipasi Masyarakat; Pemerintah; 

Transformasional Digital; 

 

Abstract  

This article explores the dynamic relationship between digital transformation and 

community participation in the context of public engagement. With the increasing 

integration of digital technologies across various sectors, there is a growing need to 

understand how these technological advancements can enhance citizen involvement. The 

primary objective of this research is to investigate how digital transformation initiatives can 

lead to more active public engagement and participatory practices. The study employs a 
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mixed-methods approach, combining qualitative analysis from case studies of various public 

organizations and surveys that measure the utilization of digital tools and the level of 

community engagement. The research findings highlight the significant role of digital 

platforms such as social media, online forums, and mobile applications in fostering direct 

interactions between governmental institutions and citizens. Moreover, the study reveals that 

effective digital transformation not only expands the reach of public initiatives but also 

empowers citizens to voice their opinions, contribute ideas, and actively collaborate in 

policy-making processes. This research contributes to a deeper understanding of the 

potential of digital transformation to reshape the landscape of public engagement, ultimately 

promoting a more participatory and inclusive democratic society. 

Keywords: Digital; Public Organisation; Public Participation; Government; Digital 

Transformational. 

 

PENDAHULUAN   

Di tengah era modern yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital, transformasi 

digital telah menjelma menjadi sorotan utama di beragam sektor, tak terkecuali dalam 

wilayah organisasi publik (AlNuaimi et al., 2022; Gaglio et al., 2022; Mergel et al., 2019; 

Putra, 2022). Peran sentral organisasi publik dalam menyediakan layanan-layanan 

masyarakat, mengembangkan kebijakan-kebijakan yang relevan, serta memfasilitasi 

interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat disepelekan (He et al., 

2022; Limani et al., 2018). Di tengah dinamika ini, muncul suatu tantangan yang perlu 

dipecahkan, yaitu mengenai dampak dari transformasi digital terhadap partisipasi warga 

dalam kerangka keterlibatan publik. Sementara penggunaan teknologi digital terus 

berkembang pesat, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memahami sejauh mana 

perubahan ini dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses 

partisipatif (Alcaide Muñoz et al., 2017; Emina, 2020; Lindquist & Huse, 2017; Mai et al., 

2023). 

Transformasi digital bukan semata-mata perihal implementasi teknologi baru, 

melainkan juga tentang mengubah cara kerja, berpikir, dan berinteraksi dalam lingkungan 

publik (Kernaghan, 2014; Young, 2020). Keberadaan teknologi telah meresap secara 

mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, dan organisasi publik memiliki peluang besar 

untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas layanan dan interaksi dengan 

masyarakat. Namun, dalam kerangka ini juga timbul pertanyaan yang perlu dijawab: apakah 

transformasi digital hanya akan membentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

yang lebih efisien, ataukah juga dapat memicu partisipasi yang lebih aktif dan inklusif dari 

masyarakat luas? Perubahan paradigma ini memiliki potensi untuk mengubah cara 
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masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, dari sekadar penerima layanan menjadi mitra 

dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi yang lebih aktif dapat terjadi melalui 

platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, menyampaikan 

keluhan, dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan secara online. 

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa transformasi digital tidak hanya tentang 

teknologi itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan untuk memfasilitasi 

partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung 

partisipasi aktif, termasuk dengan mengadopsi praktik-praktik terbuka (open government) 

yang melibatkan transparansi informasi dan keterlibatan publik dalam pengambilan 

keputusan. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan 

masyarakat serta kemampuan untuk meresponsnya melalui solusi digital yang relevan. 

Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi pondasi 

dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi. Ini melibatkan dialog terus-

menerus dengan warga, baik melalui forum online, survei, atau pertemuan tatap muka. 

Pemerintah perlu mampu merespons perubahan dan masukan yang muncul dari masyarakat, 

dan ini memerlukan fleksibilitas dalam mengadaptasi kebijakan dan praktik mereka. Selain 

itu, pemerintah juga harus fokus pada pendidikan dan literasi digital masyarakat.  

Dengan memastikan bahwa warga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem digital, pemerintah dapat 

mengurangi kesenjangan partisipasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan 

mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya pemerintah yang terbuka, inklusif, dan 

responsif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat yang 

lebih aktif dan berdampak positif dalam proses transformasi digital (Busulwa et al., 2022; 

Cohen et al., 2022; Dörner & Rundel, 2021; Goldsack & Zanetti, 2021; Jiang et al., 2022; 

Lattouf, 2022; Prihanto & Kurniasari, 2019). Ini bukan hanya tentang mengubah cara 

pemerintah berinteraksi dengan warga, tetapi juga tentang mengubah cara masyarakat 

berinteraksi dengan pemerintah dan, pada akhirnya, bagaimana kebijakan dan layanan 

publik diperbaiki. 

Sebagai akibatnya, perlu adanya penelitian yang teliti dan mendalam untuk menggali 

dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat (Anthopoulos et al., 2021; 

Jeannot, 2018; Krøtel, 2021; Wirtz et al., 2020). Langkah ini penting dalam merumuskan 

langkah-langkah yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam merangsang 
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partisipasi warga dalam berbagai proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. 

Dengan mendasari investigasi ini pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana 

transformasi digital berdampak pada partisipasi masyarakat, kita dapat membangun 

kerangka kerja yang kokoh dalam mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan 

inklusif dalam era transformasi digital ini (Busulwa et al., 2022; Cohen et al., 2022; Ebenso 

et al., 2021; Elia et al., 2020; Gan et al., 2015; Goldsack & Zanetti, 2021; Lattouf, 2022; 

Prihanto & Kurniasari, 2019). 

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, teori yang relevan adalah teori partisipasi 

masyarakat dan dampak teknologi digital (Favero et al., 2016; Jewell & Bero, 2007; Lim & 

Yigitcanlar, 2022). Teori partisipasi masyarakat membahas tentang pentingnya keterlibatan 

warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program publik. 

Sementara itu, teori dampak teknologi digital berkaitan dengan bagaimana teknologi digital 

memengaruhi dinamika sosial, komunikasi, dan partisipasi. Gabungan dari kedua teori ini 

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi 

digital berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam konteks organisasi publik. 

Sejumlah penelitian telah mengamati dampak transformasi digital pada organisasi 

publik, tetapi masih sedikit yang secara khusus fokus pada hubungannya dengan partisipasi 

masyarakat (Arbabi et al., 2022; Denhardt & Denhardt, 2000; Gascó-Hernández et al., 2018; 

Osman et al., 2022). Penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada aspek 

efisiensi operasional dan pemanfaatan teknologi, sedangkan peran teknologi digital dalam 

meningkatkan keterlibatan masyarakat masih perlu dijelajahi lebih lanjut (Jun & Bryer, 

2017; Lorsuwannarat, 2017; Ohri-Vachaspati et al., 2021; Schäfer & Debus, 2018). Oleh 

karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang 

bagaimana transformasi digital dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif 

dalam konteks organisasi publik. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana inisiatif 

transformasi digital dalam organisasi publik dapat mengarah pada peningkatan partisipasi 

masyarakat yang lebih aktif dan praktik partisipatif. Adapun rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana inisiatif transformasi digital dalam organisasi publik dapat 

mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan praktik partisipatif? 

Sedangkan manfaat penelitiannya adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang terkait untuk menambah wawasan dan 
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pemahaman baru serta memperkaya literatur ilmiah yang sudah ada. selain itu, dapat 

diaplikasikan secara langsung dalam praktik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam konteks penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami 

hubungan antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan 

publik. Teori-teori ini memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam menggali 

dampak dan implikasi dari transformasi digital terhadap partisipasi warga dalam proses-

proses partisipatif. 

Pertama, teori partisipasi masyarakat menawarkan pandangan bahwa partisipasi aktif 

warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat memperkaya kualitas 

demokrasi dan merangsang perkembangan masyarakat yang lebih inklusif. Menurut teori 

ini, keterlibatan masyarakat merupakan kunci penting dalam memastikan kebijakan dan 

layanan-layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara 

keseluruhan (Amirkhanyan et al., 2019; Marx & Nguyen, 2018; Morrissey, 2000). Di sisi 

lain, teori dampak teknologi digital menjelaskan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi 

interaksi sosial, komunikasi, dan partisipasi. Teori ini menguraikan bahwa teknologi digital 

dapat mempercepat dan mempermudah akses warga terhadap informasi serta meningkatkan 

jangkauan interaksi mereka dengan lembaga publik (Mergel et al., 2019; Zakharova, 2022). 

Teknologi digital juga memiliki potensi untuk merentangkan batas-batas tradisional antara 

pemerintah dan masyarakat, memungkinkan partisipasi warga yang lebih langsung dan 

terdistribusi (Mecca et al., 2021). 

Teori transformasi digital, seperti yang diusulkan oleh Tassabehji et al.,(Tassabehji 

et al., 2016), memberikan wawasan penting mengenai bagaimana teknologi digital dapat 

merubah paradigma tradisional dalam organisasi, khususnya dalam sektor publik. 

Transformasi digital tidak sekadar berfokus pada penerapan teknologi semata, melainkan 

juga mengajukan ide bahwa perubahan ini melibatkan proses yang lebih komprehensif, yang 

mencakup aspek budaya, struktural, dan filosofis organisasi. Dalam konteks penelitian ini, 

teori transformasi digital menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukanlah 

tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Dengan 

mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai lapisan dan dimensi organisasi publik, 

tujuan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan dapat dicapai dengan lebih baik. Namun, 

perubahan ini juga menuntut pergeseran dalam budaya organisasi, di mana penerapan 
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teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen teknologi informasi, tetapi 

menjadi perhatian semua bagian dalam organisasi. 

Selain itu, teori transformasi digital menunjukkan bahwa proses ini memerlukan 

penyesuaian dalam cara kerja dan proses organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup 

pembaruan prosedur-prosedur kerja, pembentukan tim yang lebih terkoordinasi, dan 

pengembangan kompetensi digital di seluruh jajaran organisasi. Transformasi digital juga 

mendorong perubahan pola pikir, dengan mengajukan pandangan bahwa teknologi bukanlah 

hambatan, tetapi alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Dalam kerangka 

penelitian teori transformasi digital menjadi penting karena menghubungkan antara upaya 

perubahan teknologi dan tujuan mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. 

Dengan memahami konsep ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana transformasi 

digital dalam organisasi publik tidak hanya memengaruhi cara organisasi berinteraksi 

dengan masyarakat, tetapi juga bagaimana dampaknya pada budaya organisasi, tata kelola, 

dan pola pikir yang akhirnya berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan 

lebih inklusif (Zakharova, 2022). 

Dalam penelitian ini, teori-teori ini digunakan untuk merangkul pemahaman tentang 

bagaimana transformasi digital dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

organisasi publik. Konsep "Teori Teknologi dan Determinisme Sosial" membantu kita 

memahami bagaimana teknologi digital, sebagai aspek sentral dari transformasi digital, tidak 

hanya berperan sebagai alat, tetapi juga membentuk budaya, norma, dan interaksi di 

masyarakat (Braga Tadeu et al., 2019; Galindo-Martín et al., 2019; Lin et al., 2022; Liu et 

al., 2011; Pham et al., 2020). Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya memfasilitasi 

partisipasi, tetapi juga membentuk kerangka nilai dan norma yang mengatur interaksi dalam 

ekosistem digital. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma ini dapat 

memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Sementara itu, "Teori Partisipasi Publik" memberikan landasan untuk memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks transformasi 

digital. Teori ini mengakui bahwa partisipasi masyarakat bukanlah konsep yang sederhana 

dan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti motivasi individu, akses ke informasi, 

dan tata kelola partisipatif. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat merupakan aspek penting 

dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Menurut Foster et 

al.,(2019), partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses di mana individu memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. 
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Penelitian oleh Harrison & Sayogo (2014) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat 

dalam proyek-proyek pembangunan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan 

hasil yang dicapai. Namun, Ye et al.,(2022) mengidentifikasi bahwa tantangan dalam 

partisipasi masyarakat sering berkaitan dengan kurangnya sumber daya, keterampilan, dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, strategi 

seperti pendidikan masyarakat dan pemberdayaan (Clark et al., 2019), serta penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (Morgan, 2016) dapat berperan penting dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang efektif memerlukan 

pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mempertimbangkan konteks lokal (George 

et al., 2015; Schäfer & Debus, 2018). 

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi dan 

governance. Seperti yang dijelaskan oleh Favero et al.,(2016), partisipasi masyarakat yang 

kuat dapat memperkuat norma-norma kepercayaan dan kerjasama yang merupakan fondasi 

penting bagi demokrasi yang sehat. Dalam konteks governance, (1973) menekankan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama, yang dapat 

mengarah pada solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, partisipasi masyarakat 

bukan tanpa tantangan. Van Holm (2019) menunjukkan bahwa tanpa struktur dan 

mekanisme yang tepat, partisipasi masyarakat dapat dikooptasi oleh kelompok-kelompok 

yang berkepentingan, mengurangi efektivitasnya. Untuk mengatasi hal ini, Lee, (2008) 

menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan bottom-up dalam merancang dan 

melaksanakan program partisipasi masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat diakui sebagai 

komponen kunci. Menurut Kumar (2002), pendekatan partisipatif yang mendorong 

keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan 

relevansi dan akseptabilitas solusi yang dihasilkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Jackson & 

Shade (1973), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan 

kualitas dan keberlanjutan proyek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Namun, Lee (2008) mengkritik bahwa sering kali partisipasi masyarakat hanya 

dianggap sebagai alat dan bukan sebagai tujuan dalam proses pembangunan, yang mengarah 

pada partisipasi simbolis tanpa dampak nyata. Kajian oleh Hickey & Mohan (2014) 

menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami 

dinamika kekuasaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, konsep "Efek 

Jaringan" juga akan diintegrasikan dalam analisis. Dalam dunia digital yang terhubung erat, 



Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, Muhammad Faisal 

58 | Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (1), 2024, 51-72 

efek jaringan memainkan peran penting dalam memperluas dampak partisipasi. Dengan 

teknologi digital, pesan dan gagasan dapat menyebar dengan cepat melalui jejaring sosial 

dan platform online. Penelitian ini akan menggali bagaimana efek jaringan ini dapat 

dimanfaatkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam konteks transformasi digital. 

 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

memberikan kedalaman pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara transformasi 

digital dan partisipasi masyarakat, serta memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai 

dimensi dan konteks yang mempengaruhi fenomena ini (Creswell & Creswell, 2017). 

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari beragam pihak yang terlibat dalam proses 

partisipatif dan transformasi digital di organisasi publik. Ini mencakup perwakilan dari 

pemerintah, petugas publik seperti: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi 

Selatan, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Selanjutnya, masyarakat yang menerima 

layanan pada organisasi tersebut, dalam inisiatif-partisipatif terkait transformasi digital. 

Pemilihan informan didasarkan pada tujuan mendapatkan wawasan yang beragam dan 

mendalam tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi partisipasi masyarakat. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi 

partisipatif. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam 

dan perspektif informan tentang bagaimana transformasi digital telah mempengaruhi 

partisipasi mereka dalam konteks keterlibatan publik. Observasi partisipatif digunakan untuk 

mengamati secara langsung interaksi antara informan dengan teknologi digital dan 

lingkungan partisipatif yang terbentuk. Data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen 

terkait inisiatif transformasi digital dan partisipasi masyarakat. 

Prosedur wawancara dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis 

untuk mendapatkan pandangan mendalam dan perspektif informan tentang bagaimana 

transformasi digital memengaruhi partisipasi mereka dalam konteks keterlibatan publik. 

Pertama, peneliti akan merancang pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-

pertanyaan terbuka terkait pengalaman dan pandangan partisipan terhadap transformasi 

digital. Wawancara akan dijadwalkan dengan perwakilan dari pemerintah, petugas publik, 

dan masyarakat yang menerima layanan pada organisasi terkait. Peneliti akan melakukan 

wawancara secara tatap muka atau melalui platform digital, mencatat semua tanggapan 



Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif 

 Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (1), 2024, 51-72 | 59 

secara rinci dan, jika memungkinkan, merekam percakapan untuk keperluan transkripsi dan 

analisis lebih lanjut. 

Kriteria seleksi partisipan didasarkan pada tujuan memperoleh wawasan yang 

beragam dan mendalam mengenai dampak transformasi digital terhadap partisipasi 

masyarakat. Partisipan dipilih dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses partisipatif dan 

transformasi digital di organisasi publik, termasuk perwakilan pemerintah dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas 

Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pusat Statistik Sulawesi 

Selatan. Selain itu, masyarakat yang menerima layanan dalam inisiatif partisipatif terkait 

transformasi digital juga akan dipilih. Seleksi partisipan dilakukan secara purposive, 

memastikan bahwa setiap partisipan memiliki keterlibatan langsung atau pengalaman 

relevan dengan topik penelitian. Metode observasi partisipatif akan digunakan untuk 

mengamati secara langsung interaksi antara informan dengan teknologi digital dan 

lingkungan partisipatif yang terbentuk. Peneliti akan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-

hari yang melibatkan penggunaan teknologi digital di organisasi publik dan interaksi antara 

petugas publik dan masyarakat. Catatan lapangan yang rinci akan dibuat selama observasi 

ini, mencatat perilaku, percakapan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks penggunaan 

teknologi digital. 

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. 

Langkah pertama melibatkan transkripsi wawancara dan pembuatan catatan lapangan yang 

rinci. Data kemudian diuraikan dan diklasifikasikan menjadi tema-tema yang muncul 

berkaitan dengan transformasi digital dan partisipasi masyarakat. Proses ini melibatkan 

pencarian pola-pola, konsep, dan hubungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan 

(Dekker et al., 2020). Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, diharapkan 

penelitian ini dapat menggali wawasan yang dalam tentang bagaimana transformasi digital 

memengaruhi partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di organisasi sektor 

publik. 

Hasil dari penelitian kualitatif ini akan memberikan gambaran yang mendalam dan 

kontekstual tentang dinamika transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam sektor 

publik. Ini akan membantu dalam menggambarkan pola-pola kompleks, hambatan, dan 

peluang yang mungkin muncul, serta memberikan dasar bagi perbaikan strategis dan 

kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dan inklusif dalam era digital. Teknis 

analisis data penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah metodologis yang cermat 
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untuk mewujudkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara transformasi 

digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik yang lebih aktif. 

Pertama, data informan yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam proses-proses 

pengambilan keputusan publik yang berhubungan dengan transformasi digital.  

Selanjutnya, data sekunder akan dikumpulkan, termasuk data dari platform digital 

yang relevan, arsip media sosial, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan 

transformasi digital. Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola 

dalam diskusi online, serta respons dari pemerintah dan lembaga lainnya terhadap partisipasi 

masyarakat dalam isu-isu digital. Selain itu, analisis isi kualitatif akan digunakan untuk 

menganalisis data kualitatif, seperti tanggapan terhadap pertanyaan terbuka dalam hasil 

wawancara dan konten media sosial. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami lebih 

dalam persepsi, motif, dan pandangan masyarakat terkait dengan keterlibatan mereka dalam 

isu-isu digital. 

Selama proses analisis data, penelitian ini juga akan berfokus pada identifikasi 

temuan tematis dan pola yang muncul, serta perbandingan antara temuan kualitatif dan hasil 

analisis statistik. Langkah-langkah spesifik dalam analisis tematik dan konten melibatkan 

beberapa tahapan metodologis yang cermat. Pertama, wawancara akan ditranskripsi secara 

verbatim, dan catatan lapangan dari observasi partisipatif akan disusun dengan rinci. Data 

yang terkumpul kemudian diuraikan dan diklasifikasikan menjadi tema-tema yang muncul 

berkaitan dengan transformasi digital dan partisipasi masyarakat. Analisis tematik dimulai 

dengan membaca ulang transkripsi dan catatan lapangan untuk familiarisasi dengan data. 

Peneliti akan mengidentifikasi kode-kode awal yang relevan dan menyusun tema-tema 

utama yang mencerminkan pola-pola, konsep, dan hubungan yang muncul dari data. 

Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam diskusi 

online serta respons dari pemerintah dan lembaga lainnya terhadap partisipasi masyarakat 

dalam isu-isu digital. Data sekunder dari platform digital, arsip media sosial, dan dokumen 

kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital akan dikumpulkan dan dianalisis. 

Pendekatan analisis isi kualitatif akan digunakan untuk menganalisis tanggapan terhadap 

pertanyaan terbuka dalam hasil wawancara dan konten media sosial, membantu dalam 

memahami persepsi, motif, dan pandangan masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam 

isu-isu digital. Selama proses analisis data, peneliti akan fokus pada identifikasi temuan 

tematis dan pola yang muncul, serta melakukan perbandingan antara temuan kualitatif dan 
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hasil analisis statistik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hubungan 

antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat. 

 

HASIL DAN DISKUSI  

Transformasi digital tidak hanya sekadar menghadirkan perubahan teknologi, tetapi 

juga telah memutarbalikkan dinamika tradisional antara pemerintah dan masyarakat, 

membuka jalan bagi keterlibatan masyarakat yang lebih proaktif dan luas dalam proses 

pembuatan keputusan serta pengembangan kebijakan. Perubahan ini juga menggambarkan 

bagaimana transformasi digital mematahkan batas geografis dan waktu, membuka pintu bagi 

partisipasi yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan 

memudarnya hambatan komunikasi tradisional, teknologi digital telah memungkinkan suara 

warga dari berbagai sudut Indonesia untuk didengar, membentuk corak partisipasi yang lebih 

demokratis dan merata. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara inisial DKII yang 

menyatakan bahwa: 

“Teknologi yang digunakan dalam pemberian pelayanan publik seperti pengurusan 

izin telah menggunakan aplikasi android dan website. Hal ini berdampak pada tingkat 

partisipasi masyarakat yang meningkat dalam melakukan pengurusan berbagai izin 

yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, mampu mengetahui lebih luas tentang 

informasi yang disampaikan pemberi layanan kepada masyarakat.” 

 

Melalui penetrasi teknologi digital yang semakin meluas, tercipta akses universal 

yang memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa 

terbatas oleh jarak geografis atau batasan waktu. Masyarakat dari berbagai sudut wilayah 

Indonesia dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam dialog dan kegiatan 

partisipatif, merajut keragaman suara dan pandangan yang kaya menjadi satu kesatuan dalam 

proses pembuatan keputusan publik. 

Momentum ini juga mencerminkan bagaimana transformasi digital telah 

menghancurkan hambatan komunikasi yang dahulu sulit diatasi. Keterbatasan dalam 

komunikasi konvensional seperti jarak dan infrastruktur tidak lagi menjadi penghalang 

utama. Melalui platform digital, pesan dan informasi dapat tersebar dengan cepat dan merata, 

menciptakan panggung yang setara bagi partisipasi semua elemen masyarakat. Dengan kata 

lain, transformasi digital telah membuka lembaran baru dalam mengubah partisipasi 

masyarakat dari yang sebelumnya terbatas menjadi lebih demokratis, merata, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan pihak pemberi layanan yang mengungkapkan bahwa:  
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“Keterbatasan komunikasi dan platform digital yang disediakan memiliki kelemahan 

terutama dalam informasi dan sosialisasi dan masyarakat memiliki keterbatasan dalam 

mengakses informasi yang tersedia”  

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan penerima layanan yaitu 

masyarakat yang mengungkapkan bahwa:  

“Pelayanan pemerintah telah berupaya untuk menyajikan informasi digital akan tetapi 

masih terdapat keterbatasan akses informasi yang jauh, jaringan yang masih 

bermasalah dan letak geografis yang susah terjangkau” 

Sementara terobosan ini membawa dampak positif, perlu diakui pula bahwa terdapat 

tantangan dalam memastikan bahwa akses teknologi dan peluang partisipasi merata di 

seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya memaksimalkan potensi transformasi digital, 

penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan 

yang memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam revolusi partisipasi ini. 

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, 

perlunya memastikan keamanan data dan privasi dalam kerangka transformasi digital yang 

semakin canggih. Kedua, perluasan partisipasi juga harus diimbangi dengan upaya untuk 

memastikan inklusivitas, mengingat tidak semua warga memiliki akses serupa terhadap 

teknologi digital. Upaya untuk meminimalkan kesenjangan akses dan mengajak partisipasi 

semua lapisan masyarakat menjadi penting agar transformasi digital benar-benar merata. 

Seiring dengan semakin intensifnya pertukaran informasi melalui platform digital, 

perlindungan terhadap data pribadi dan sensitif menjadi semakin penting. Keberhasilan 

transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk mengumpulkan data, 

tetapi juga oleh upaya untuk memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan aman dan 

sesuai dengan standar etika yang ketat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga 

swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan regulasi dan praktik terbaik yang 

menjaga keamanan serta privasi data. Perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan berlaku 

untuk melindungi data pribadi warga. Lembaga-lembaga pengawas independen juga perlu 

didirikan atau diperkuat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap 

pelanggaran privasi data.  

Literasi digital menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan keamanan data. 

Masyarakat perlu diberi pendidikan tentang cara melindungi data pribadi mereka sendiri, 

mengenali potensi ancaman keamanan digital, dan mengadopsi praktik terbaik dalam 

penggunaan teknologi. Program-program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

literasi digital harus diperluas, dan kampanye kesadaran publik tentang isu-isu privasi dan 



Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif 

 Jurnal Administrasi Publik, Vol. XX (1), 2024, 51-72 | 63 

keamanan data perlu ditingkatkan. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah 

ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital yang masih ada di beberapa wilayah dan 

kelompok masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai 

ke teknologi digital, tantangan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi 

dalam transformasi digital. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan inklusi digital dan 

mengurangi kesenjangan akses harus menjadi prioritas dalam agenda transformasi digital.  

Kedua, meskipun transformasi digital telah membawa dampak inklusif bagi 

partisipasi masyarakat, masih terdapat ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital di 

berbagai segmen masyarakat. Tantangan ini memerlukan upaya bersama untuk memastikan 

bahwa transformasi digital benar-benar merata dan tidak meninggalkan siapapun di 

belakang. Upaya untuk mengatasi kesenjangan akses ini membutuhkan langkah-langkah 

konkret. Pertama, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk 

menyediakan akses internet yang terjangkau kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah 

pedesaan dan daerah terpencil. Ini melibatkan perluasan infrastruktur internet, subsidi biaya 

akses, dan pengembangan program akses internet gratis atau murah bagi kelompok 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Selanjutnya, pendidikan digital juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi 

ketidaksetaraan akses. Program pelatihan digital perlu diperluas, terutama di sekolah-

sekolah dan lembaga-lembaga pelatihan, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki 

keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem digital. 

Pelatihan ini harus mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, literasi 

digital, dan kesadaran akan risiko serta etika dalam dunia digital. Selain itu, diperlukan 

upaya strategis untuk mengatasi hambatan ekonomi atau geografis yang dapat menghalangi 

partisipasi. Hal ini termasuk pemberian insentif bagi penyedia layanan digital untuk 

menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani secara ekonomis, dan pengembangan 

solusi inovatif untuk mengatasi kendala geografis, seperti penggunaan teknologi satelit atau 

jaringan nirkabel berbasis komunitas. 

Semua hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip inklusi, 

kesetaraan, dan keadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam proses transformasi digital dan keterlibatan publik yang lebih aktif. 

Dengan demikian, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih terlibat, berpengetahuan, dan 

memiliki dampak positif dalam dunia digital yang terus berkembang. Melalui upaya bersama 

dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, transformasi digital dapat diarahkan untuk 
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menciptakan dampak yang lebih positif dan inklusif bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Mengutamakan keamanan data dan privasi serta memastikan partisipasi yang merata adalah 

langkah penting dalam memastikan bahwa manfaat transformasi digital tidak hanya 

dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. 

Hasil penelitian ini membuka cakrawala baru dalam memahami dampak 

transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di 

Indonesia. Transformasi digital telah memainkan peran krusial dalam mengubah paradigma 

partisipasi publik, menjadikan masyarakat lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan serta pengembangan kebijakan. Platform-platform digital seperti media sosial, 

situs web pemerintah, dan aplikasi mobile telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi 

dengan lembaga-lembaga publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi alat penting dalam mendorong 

partisipasi masyarakat dalam ranah keterlibatan publik (AlNuaimi et al., 2022; Mai et al., 

2023; Syväjärvi et al., 2019). Dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data masyarakat, 

perlu ada kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa data tersebut diolah dengan aman 

dan tidak melanggar privasi individu. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses terhadap 

teknologi digital di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mungkin belum 

sepenuhnya mendapatkan manfaat dari transformasi digital ini, sehingga diperlukan upaya 

nyata untuk memastikan partisipasi yang merata di semua lapisan masyarakat (Dörner & 

Rundel, 2021; Sartal et al., 2020). 

Dalam konteks penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam mendiskusikan 

peran transformasi digital dalam membentuk dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks 

keterlibatan publik. Temuan-temuan ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang 

bagaimana teknologi digital dapat memajukan partisipasi masyarakat dan bagaimana 

tantangan yang muncul dapat diatasi untuk mewujudkan partisipasi yang lebih inklusif dan 

demokratis di Indonesia. 

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting yang dapat membentuk arah 

kebijakan dan praktik dalam konteks transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam 

keterlibatan publik di Indonesia. Pertama, temuan bahwa transformasi digital telah 

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan perlunya penguatan kerja sama 

antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membangun 

interaksi yang lebih efektif dan inklusif. Dalam konteks ini, upaya untuk melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan dan implementasi inisiatif transformasi digital dapat 
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memperkuat dampak positif yang dihasilkan (Alnuaimi et al., 2022; Becerra-Fernandez & 

Sabherwal, 2015). Kedua, kesadaran akan tantangan keamanan data dan privasi yang muncul 

menekankan perlunya pengembangan regulasi yang kuat dan sistem pengelolaan data yang 

etis. Melalui kerjasama antara sektor publik dan swasta, perlindungan data pribadi 

masyarakat dapat dijamin sehingga rasa percaya masyarakat terhadap penggunaan teknologi 

digital dapat dipertahankan (Gupta et al., 2019; Waruwu et al., 2020). 

Selanjutnya, temuan mengenai ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital 

menggarisbawahi perlunya tindakan konkret untuk memastikan partisipasi yang merata. 

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti penyediaan akses internet yang 

terjangkau di seluruh wilayah dan pelatihan digital bagi kelompok yang kurang terampil 

secara teknologi. Tindakan ini akan memastikan bahwa transformasi digital berkontribusi 

pada inklusivitas dan keadilan dalam partisipasi masyarakat (Alnuaimi et al., 2022; Gaglio 

et al., 2022). 

Transformasi digital telah membuka pintu bagi partisipasi masyarakat yang lebih 

aktif dalam banyak aspek kehidupan mereka. Salah satu implikasi penting adalah pergeseran 

dari model komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah antara pemerintah, bisnis, dan 

masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat sekarang dapat memberikan masukan, 

memberikan umpan balik langsung, dan bahkan berkolaborasi dalam proses pembuatan 

keputusan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh teknologi digital memungkinkan penelitian 

lebih lanjut tentang perilaku masyarakat dan preferensi mereka. Penelitian lanjutan dapat 

memfokuskan pada analisis data besar untuk mengidentifikasi tren partisipasi dan pola 

keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih 

efektif untuk memotivasi dan melibatkan lebih banyak orang dalam proses-proses kebijakan 

dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana 

penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dapat memperluas aksesibilitas dan 

keterlibatan publik, khususnya bagi kelompok yang mungkin kurang terwakili dalam diskusi 

publik. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan menjadi kunci untuk memahami potensi 

penuh transformasi digital dalam mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan 

inklusif di era digital ini. 

 

PENUTUP 

Transformasi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap partisipasi 

masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di Indonesia. Transformasi ini telah 
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mengubah paradigma partisipasi dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif, 

inklusif, dan merata. Melalui platform-platform digital, masyarakat memiliki akses yang 

lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan 

kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah lanskap partisipasi masyarakat. 

Dalam menghadapi potensi positif tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang 

perlu diatasi. Keamanan data dan privasi menjadi isu yang penting dalam konteks 

transformasi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan 

kebijakan dan regulasi yang dapat melindungi data pribadi masyarakat serta memastikan 

penggunaan teknologi digital yang etis. Selain itu, perlu juga diakui bahwa akses teknologi 

digital belum merata di semua lapisan masyarakat. Tantangan ini menekankan pentingnya 

upaya untuk meminimalkan kesenjangan akses, sehingga transformasi digital dapat benar-

benar mengakomodasi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah perlu 

mengambil peran proaktif dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki 

kesempatan yang setara dalam berpartisipasi. 

Sebagai saran untuk masa depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan 

masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola transformasi digital ini. Keberhasilan 

transformasi digital dalam mengaktifkan partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif 

memerlukan kerjasama yang kuat dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan manfaat 

teknologi digital. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali aspek-aspek lain dari dampak 

transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat, serta menganalisis efektivitas langkah-

langkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul. 
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